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SumedangPERATURAN
BUPATI

SUMEDANGNOMOR 15
TAHUN 2006

TENTANG3PETUNJUK
PELAKSANAAN

PAKET
KREDIT

PETANIUSAHA KECIL

DAN
KOPERASI

(PAKEPUK)
KABUPATEN

SUMEDANG
TAHUN

ANGGARAN 2006

BUPATI
SUMEDANG,a. bahwa

dalam
rangka

pemenuhan
kebutuhan

permodalan bagiKoperasi

UsahaKecil dan
Menengah (KUKM)yang murah,

cepat, tepat waktu

dan
jaminan yang

terjangkau,
Pemerintah

Kabupaten Sumedang

meluncurkan PaketKredit
Peiani Usaha Kecildan

Koperasi
(Pakepuk),

mbang

b. bahwa
dengan

terbatasnya dana
yang

tersedia,

pengembangan

PAKEPUK Tahun
Anggaran 2006

diarahkan untuk KUKM
yang

bergerak di
segala usaha

koperasi dan usaha
kecil/industri kecil yang

dikoordinir oleh
koperasinya,

c. bahwa
berdasarkan

pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b di
atas, agar tertib dalam

peiaksanaan perlu diatur
petunjuk

Pelaksanaan Paket Kredit
Petani Usaha Kecil dan

Koperasi
(PAKEPUK yang

ditetapkan dengan
Poratur an Bupati,

:1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang
PerkoperasianLembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan LembaranNegara Nomor 3502)

ingat

2.
Undang-undang Nomor 9Tahun 1995

tentang Usaha Kecil
(LombaranNegara Tahun 1995 Nomor 74, Tambalhan Lembaran Negara Nomor3611);

3.
Undang-undang Nomor 28Tahun 1999

tentang
PenyelenggaraNegarayang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

4.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembeniukan
PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
33,TambahanLembaran Negara Nomor 4389),



uhdang Nomor32
Tahun 2004 ten

(Lembaran
Negara

Tahun
2004 Nomo

Negara Nomor
4437),

sebagaimana

undangNomor 8
Tah

Pengganti

Ündang-undangNorUndang-undang N
(Lembaran

Nogara
Talun

2005 Nomor
NegaraNomor

4548

lontang Pemerintahan Daorah

25, Tambahan Lembaranagaimana telah diubah
dengan Undangtentang

Penetapan
Peraturan PemerintahNomor 3

Tahun 2005
tentang Perubahan

Tahun
2005

Nomor 32
Tahun 2004

Menjadi Undang-undang
108, Tambahan Lembaran

6.

Undang-undang Nomor 33Keuangan
antara

Pemerintalh
Pusat dan

Daerah
(Lemba

Tahun 2004
Nomor

126,
Tambahan

Tahun 2004
tentang Perimbangan

(Lembaran Negara

4438);

an
Lembaran

Negara Non

7.
Peraturan

Pemerintah
Nome

Pengembangan Usaha
Kecil

46,
Tanmbalhan

Lembaran
NegaraNomor

3743)

omor 32T'ahun 1998
tentang Pembinaan dan

(Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor8.

Keputusan Menteri
Dalam

Nogeri Nomor 29 Tahun 2002 tontang

elanja

PengesahanPedoman
Penyusunan,

Anggaran
Pendapatan dan

Belana
elaksana danTata Usaha

KeuanganDaerah dan
Penyusunan

Perhitungan
Anggaran

Pendapatpatan dan
Belanja Daerah, Penyusunan

dan

Pertanggungjawaban
PenggunaanKeuanganDaeran,

9
Peraturan Daerah

Kabupaten SumedangNomor48 Tahun2000 tentang
Kewenangan Pemerintah

Kabupatcn Sunmedang (Lembaran Dacral
Tahun 2000Nomor 65Seri

D.42),
10.

Peraturan Daerah
Kabupaten SumedangNomor 49Tahun2000

tentang
Pembentukan

Organisasi
Perangkat Daerah

Kabupaten
Sumedang

Lembaran Daerah Tahun2001Nomor 6 SeriD.5)scbagaimana telah
diubah

dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang NomorTahun 2002

(Lembaran Daerah Tahun2002Nomor 17 Seri
D.11)11. Peraturan Daerah

Kabupaten SumedangNomor 1 Tahun2006
tentangAnggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006Lembaran Daerah Tahun2006Nomor 1 Seri A),

MEMUTUSKAN

TENTANG PEJUNJUKSUMEDANGKEPUTUSAN BUPATIMenetapkan

KOPERASI (PAKEPUK) KABUPATEN SUMEDANG TAHUNANGGARAN 2006.

PELAKSANAAN PAKET KREDIT PETANI USAHA KECIL DAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Sumedang,

2. Bupaii adalah Bupaii Sumcdang

4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKabupaten

Sumedang

3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;

5. Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kabupaten Sumedang;



atah
&oporasi

Primer,

nebagaimana

6
ayat (1)

Lndang
undang

Nomor25
Talhun

1,Usaha
kocil

adalalh

kegiatan
ckonomi

memenuhi
kriteria

kekayaan
bersih atan

kepemilikan
Tahun 1995.

na
dimakaud dalam anal2

yang benkala kecil dan

penjualan tahunan sert

ng Nomor 9
scbagaimanadiatur

dalam
indang undang

8.Paket
Kredit

Potani
Usahha

Kecil dan
Kopora

disingkat
TAKEPUK

juinya
diporuntukan bagi koperasi

koperasi yang

dan
usaha K

adalah
kredit

yangkecil/industri
kecil

dipilih

yang
dikoordinir oloh

BAB IIMAKSUD,
TUJUAN DANSASARAN
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2Maksud Paket
Krodit

Petani Usaha Kecil dan
Koperasi (PAKEPU

adalah
unuk

membiayai modal
kerja melalui

Koperasi, san
Kecil

lndustri Kecil
yang

dikoordinir oleh
Koperasi yang

berada

wilayahnya
masing-masing yang ditunjuk oleh Pusat Koperasi Pakepuk

Sumedang (PKPS)melalui
tahapan seleksi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3
Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) bertujuan
untuk

menunjang program Pemerintah
Kabupaten Sumedang dalamrangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat KabupateSumedang khususnya usaha kecil dan industri kecil yang dikoordinirolehkoperasinya serta gunapemberdayaan dan
disiplin kerja masyarakat untukmemenuhi segala usaha yang ckonomis dan dikelola secara baik.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran dana PAKEPUK
yaitu Koperasi dan Usaha

Keuil indusiri Kecil melalui koperasi yang diunjuk oleh Pusai Koperasi

Pakepuk Sumedang (PKPS) yang melaksanakan usaha pertanian,

perdagangan, industri kecil, kerajinan,dan jasa.

BABI1

STATUS DANA

Pasal 5

Penempatan dana dalam bentuk bantuan perkuatan modal dari Pemerintah

Kabupaten Sumedang kepada Koperasi Pusat Koperasi PAKEPUKK

Sumedang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2006 scbesar RP.

600.000.000,00 (cnam raius Jula rupah) yang kangsung dikelola olch

KPKS untuk disalurkan kepnada
koperasi dan usaha kecil/industri kecil

yang dikoordinir
oleh koperasi

dengan persyaratan yang ditentukan dalam

Peraturan Bupati
ini.



PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA PAKEPUK
BAB IV

Pasal 6
Persyaratan calon

penerima dana Pakepuk adalah sebagai
berikul

Koperasi yang telah berbadan hukum minimal 1 (satu) tana

(1)

Tclan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT)ninimal
1 (satu)tahun buku

terakhir;

nendapatkan penilaian kesehatan simpan pinjam

ninimal cukup sehat dan termasuk Klasifikasi C
d. ak sedang mendapatkan bantuan dana yang sejenis

1idak mempunyaitunggakan kredit yang bermasaia
f.

e.

Bersedia memberikanjaminanmaksimal 306 dari jumlah

pinjaman

Pakeniks anggota Koperasi Sekunder Pusat Koperasi

Pakepuk Sumedang(PKPS).
cara

(2) Datar isian
pengajuan kredit program Pakepuk dan Berita A

hasil pemeriksaan tercantumdalam lampiran Peraturan Bupati m

BABV
SEILEKSI KOPER ASIPENERIMA/PFNYALUR DANA PAKEPU

Pasal 7

Seleksi terhadap koperasi dan usaha kecil/industri kecil yang dikoordinir

oleh
koperasi

di wilayah calon penerima penyalur Dana Pakepuk adala"

sebagaiberikut:

PKPS menerima proposal permohonan kredit dari Koperasi
dan Usaha

Kecil/Industri Kecil yang dikoordinir olch koperasinya
calon peserta

program yang dilanmpiri dengan identitas diri dari pengurus
berupa

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pengenal yang

dikeluarkan dari Desa/kelurahan

a.

seleksi
dan mengadakan

administrasi;

b. Bagi koperasi yang penyalurannya bagi Usaha Kecil/Industri Kecil

harus melampirkan Dafiar Nominatif pemohon (usaha kecil/ industri

kecil);

c. PKPS dan pendamping mengadakan seleksi dan penilaian terhadap

usuian kegiatan koperasi,
usaha kecil/industri keci yang dikoordinir

oleh koperasinya
calon peserta sesuai persyaratan sebagaimana

dimaksud pasal 6 dengan mampethatikan
tata cara peniaian atau

unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha,

kcpcmilikan
usahadan rcncana ponggunaan dana;

d. PKPS sebagai pemuius ierakhir, dapai merealisasikan dan alau

menolak pencairan permohonan
PAKEPUK calon penerima sesuai

ajuan masing-masing



INCAINAN
DANPAAN

AATAN
DANA 'AK.

iagian
&eau

NTAN DANA P'AKEPUKRA

esPmaian

Pasal
8

Kan Daerah ko
PRIg

s penairan
dana Pakupuk

dari

ssuaikan
dengan

A:nan yang berlaki
(

maing-nmasing
koperasi

t2s.aha Aevil indusi
kecil yang dikoordinir

oleh

hlaksanakan
melalui

tahapan-tahapan

sebagai berikut
OPer

Afenandatangani

Peganjian
Kredii dengan PKPS

Menyetorkan
simpanan

pokok
dan wajib kepada

Pencaiauan ana Pakepuk
dari P'hiPS

ke

2)

PEPSbag
Kctua dan

Bendahara
ang belum menjadi

anggota,

Membuat surat kuasa pencaram
Kepada Ketua da

ng

dilampiri
Aoperasi yang bersangkuian,

Mengajukan
encana ponggunaan

dana yano

dokumenyang
diperukan,

antara lain

Datiar sUsunan pengurus

Foto Copy KTPyang
masih berlaku;

Foto Copy akta pendirian
darn anggaran dasark

Neraca dan laporan rugi laba ta�hun terakhir
operasi

Dafiar nama anggoa pemonon (khusus untuk

keeil industri keeil yang dikoordinir olchkone
si)

Membuat surat pemyataan bertanggungjawab
atas pengguns

dana Pakepuk yang digunakan
oleh koperasi

naan

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 9

Pemanfaatan dana untuk setiap Koperasi peneria kredit adalah sebagai
berikut:

a. Pemanfaatan dana untukmodal kerja pengembanganusaha;
b.

Pengelolaan Dana oleh
koperasi harus dibukukan tersendiri tidak

digabungkan dengan pembukuan kegiatan usaha lainnya;
Koperasi penerima/penyalurdana mengembalikan dana kepada KPKS
dalam jangka wakiu maksimal 3

(liga) lahun dengan lingkal suku
bunga sesuai dengan ketentuandalam

peraturan ini;
Koperasi penerima dana

dapat menggulirkan kembali
kepadaanggotanya dalam

lingkup koperasi yang bersangkutan dengan tidak
melebihi batas jangka waktu

pinjaman kepada KPKS;Bagi koperasi calon
penerima kredit dengan kredit

setinggi-tinggnya
scbesarRp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);iUnuk usaha kecil/industri kecilyang dikoordinir oleh koperasi Kreutsetinggi-tingeinya adalah Rp.

2.000.000,00 (dua juta rupia
anggota, dengan jumiah

anggota paling banyak 20 (dua puorang/kelompok.

d



BAB
VII

JASA

Pasal10
Koperasi

penerimalpenyahur
yang

(1)

han
dana

scbear9
(sembilan)

prosen1

mulai dana
cair.

pilhh

dikenakan
jasa ataspT iahun lai,
icrhiiung

(2)
Mckanisme

pembayaran
dan

pemanfaatan
jasa

berikut

asa
diatur

scbagai

Sebesar 4%
(empat

prosen)
disetorkan

untukFe

Daerah,

a.

Asi

Sebesar 5%
(lima

prosen)
untuk

pendapatanParo

Pembayaran
bunga

schesar 99%
(sembilan

prosen)

diangsur
secara

bulanan
bersama

cicilan
pokO.

per tahun

3)
Bagian

Pondapatan
Asti

Dacrah
TAD)

scbagaimana
dimaksuu

pada

ayat (2)hurut a,
disetor kekas

daerah
mulai Tahun

Anggaran
n 2007Pasal11Penyaluran PAKEP

dari

Koperasi
pener

nerima/penyahur dana
kepada

a

usaha
kecil

indusiri kecil

anggotanya
sesuai

dengan
ketentuan

yang

pada
koperasi yang

bersangkutan
dengan tidak

melebihi 18%
(delap

bclas
proscn) por tahun.

Pasal12
Penyaluran

penerima/peny alur dan
dari

koperasi (BMT)
penerima penya

kepada
anggoaia

menggunakan
prinsip

syariahbagi hasii

(d)

dana
PAKEPUKK

kepada
koperasi BT)

Tata cara
penyaluran polasyariahbagi hasil diatur iebih

lanjut oleh

(2)

PKPS

BABVISUSUNAN, TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB KELOPOKKERJAPOKJA)

Bagian Kesatu
Susunan

OrganisasiKelompok Koerja

Pasal 13
a. Susunan

organisasi kelompok kerja (Pokja)terdiri dari

Daerah
Kabupaten

Sekretaris

Sumedang

1.
Penanggung jawab

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha

Kecil

Sumedan
Kabupaten

2. Ketua

ienengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
padaDinas Koperasi dam Usaha Kecil

Menengah Kabupaten Sumedang

merangkap Kepala Sub Dinas Pemberdayaana
3. Sekretaris

anggota



Bendahara

Kepala

Penyuluhan pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil

Menengah Kabupaten
Sumedang

Seksi Pendidikan dan

5.
Anggota

a.
Ketua

Dekopinda Kabupaicn
SumedangB.
Kepala Bagian Tata Usaha padaDinas

Koperasi
Kabupaten SumedangC.
Kepala Sub

Bagian Program padaDinas
Koperasi

Kabupaten Sumedang
Unsur Dinas Pertanian Kabupaten
Sumedang
Unsur Dinas Kehutanan

dan UKM

dan UKM

dan

Perkebunan
Kabupaten Sumedangf. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan

Kependudukan

Sumedang
g Unsur Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupatea

Kabupaten

Sumedang
h. Unsur

Bagian Perckonomian
Setda

Kabupaten Sumedang
b. Sekretariat

1. Sekretaris

:Kepala Sub Dinas Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Kecii Menengah
pada Dinas Koperasi dan UsahaKecil

Menengah Kabupaien Sumedang
Kasi Bina Koperasi Pertanian pada
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

MenengahKabupaicn Sumedang

2. Sekretaris Harian

merangkap anggota

:a. Kepaia Seksi Pendaftaran dan

Hukum pada Dinas Koperasi dan

Usaha

3. Anggota

Kecil Menengah
Kabupaten Sumedang;

b. Kepala Scksi Pengawasan Simpan

Pinjam pada Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Sumedang
c. Kepala Seksi Perdagangan dan

Aneka Dinaspada

Usaha

Usaha

dan KecilKoperasi

MenengahKabupaien Sumedang
Kepala

Kerajinan pada Dinas Koperasi

Seksi Industri dan

Kecil Menengahdan Usaha

Kabupaten Sumedang
e. Petugas pembinaan pada seksi

Bina Koperasi Pertanian pada

Dinas Koperasi dan usaha Kecii

Menengah Kabupaten Sumedang



Bagian
Kedua

Tugas
dan

Tanggung
Jawab

Kelom
mpok

Kerja
(Pokja)

mempunyai
tugas dan

tanggung

Pasal 14
berikut:

cEpunyai
tugas dan

tangmang
jawabscbaa

Melaksanakan
selcksi,

memilih dan

menetapk.anu

a. Me
b. Memo
c.

Menampung dan

menindaklanjuti

pengaduan
dari

masyarakat,

A
Membantu

proses

pelaksanaan

pengembalian

Melaporkan

kegialan

pelaksanaan
kopada

Bupati,

f.Memfas�litasi
terhadap

binaan

masing-masing
Dinas, Badan

Lcmbaga
yang

torkait

dengan
program

Pakopuk

monitordan
evahuasi

pemanfaatan
peng

hemilh dan

menetapkan
tenaga

pendamping.
Egnaan

PAKEPUUK

dan

BABIX
PUSAT

KOPERASI
PAKEPUK

SUMEDANG
(PKPS)Pasal 15

Pusat
Koperasi

PAKEPUK
Sumedang

merupakan
koperasi

sekunderyang

beranggotakan

koperasi-koperasi
primer

peserta

PAKEPUK yang
ditunjuk

untuk
menerima

dana
bantuan

Pakepuk dari APBD
Kabupaten Sumedang

Tahun
Anggaran 2006

sebesar Rp.
600.000.000,00

(enam ratus
juta

rupiah) untuk
selanjutnya

disalurkan
kepada

penerima manfaat sesuat

dengan
Peratusran

Bupati.

Pasal16Tugasdan
tanggungjawab PKPS adalah

Bersama-sama
dengan

pendamping seria
Dinas, Badan

dan

Lembaga terkait

menyalurkan,
mengadministrasikandana

Pakepuk

dan dalam
penyaluran kredit

bertindak
sebagai pemutus terakhir,

Koordinasi
dengan dinas, Badan dan

Lembaga uniuk
melaksanakan

pembinaan terhadap penerima Pakepuk yang diatur dalam
Anggaran

Dasar/ AnggaranRumah
Tangga PKPS;

.
Menyetorkan jasa Pakepuk bagian untuk PAD kepada Kas Daerahsetiap bulan paling lambat

setiap tanggal5 bulan berikutnyadanphotocopy setorankepada Bendahara Penerima Dinas.

Berianggungjawab daiam kelancaran
pengembalian

pinjaman,

BAB X
TENAGA PENDAMPING

Dalam rangka pelaksanaan program dana Pakepuk diangkat Tenaga
Pendamping

Pasal 17

Tenaga pendamping
tahun sehelumnya dapat dipilih dan

diangkat

kembali untuk periode tahun ini.

(1)

(2)



Panal 18Tugas dan
tang

ab
Tenaga

Pendampl

adalah selbagaiberikut aga
Pendampingdalanm

perpenyaluran PakepukMembanisniu PKPS
menyelokni

Koporasi calon
Memberikan

fasilltasl
dan

penglolaan usaha,
Mengadakan

pombinaan
administrasi

keuangan usaha,

Menmantau
pelakaanaan

penyaluran dana
Pakepuk

Mengadakan
pembinaan

usaha
anggota

bensama peng

raneka
supervisi

pemanfaatan
pinjaman

ponerima Pakepuk

kepada koperasi
dalamanusf. Memburikaikan

informasi
pasar

bagiMengupayakanagar
pengembalian kredit

dapat berjalanlancar

h.
Memberikan ntomasi

perkembangan
tcknologi bagi

peningkat

mutu kualitas
produk yang

dihasilkan:Membuat daftar

kunjungan dan
laporan ke

produk-produk yang dihasilkan,

tan

akhir bulan.
kepada Ketua Pokja setiap

BAB XI

PELAPORAN DAN EV ALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 19
(1) Koperasi

menyampaikanlaporan kepada PKPS dengan tembus0ndisampaikan kepada Pokja.

(2) PKPS
melaporkan

pelaksanaan PAKEPUK kepada Pokja sotiapbulan untuk
dievaluasi.

Pokja melaporkan pelaksanaan PAKEPUK kepada Bupati melaluiDinas.

(3)

Bagian Kodua
Evaluasi

Pasal20

Evaluasi
terhadap perkembangan pelaksanaan PAKEPUK dilakukan

oleh Pokja secara
periodik minimal 3 (tiga) bulan sckali dalam

rangka operasional pengendalian, 3
(tiga) sukses, yaitu

penyaluran, pemanfaatan dan
pengembalian.

()

sukses

(2)
ketentuan, maka dana tersebut akan ditarik seluruhnya 100%
(seratus prosen) dengan ketentuan

Apabila hasil evaluasi Pokja dana PAKEPUK digunakan di luar

Apabila dilakukan oleh PKPS, maka akan ditarik oleh Pokja

Pakepuk;

Apabila dilakukan oleh koperasi penerima PAKEPUK, maka
akan ditarik oleh PKPS.

a.

b.

Dalam hal torjadi
kemacctan untuk pcnyclcsaiannya akan dilakukan3)

secara kekeluargaan.

(4) Apabila secara kekeluargaan masih belum selesai, akan dilakukan

tindakan sesuai hukum yang berlaku oleh PKPS.



BABXV
KETENTUAN

PENUTUP
Pasal21Ha1al-hal yang

belum diatur
dalam

Peraturan
Bupati

menyangkulícknis

pelaksanaannya akan
diaiu

an
Bupati ini

scpanjangaiur lebih
lanjut oleh Pokj

Pasal 22Peraturan Bupati ini
mulai

berlaku pada
tanggal

diundangkan.
Aga setiap

orang

mengetahuinya,
Peraturan Bupa ini

dengan
penempa

memerintahkan
pengundanganmpatannya dalam BeritaDacralh.

Ditetapkan di
Sumedang

padaanggal 3 Apri1 2006

PAAUPATI SUMEDANG

DON MURDONO

dangkan

di Sumedang
2006 ED

jstanggal1
Mei 2e

etETARIS DAERAH
ATRN SUMEDANG,

DEARIFIN ABDULLAH

RTTA DAERAH KABUPATEN SUMEDANGG
NOMOR 15 SERI.AHUN 2006


